48
L

o

BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

SINGKIL

Pern id

Mengingm

PERATURAN DAFRAI IKABUPATEN ACKH SINGR T

TF-

L

NOMOR 21 [AITUN 2000
TENTANG

ARANGAN ML AKUKAN PIRBUATAN VMAKSIAT
DALAM KABUPATEN ACEH SINGRIL,

DENGAN RATINAT TUTIAN Y ANG MATIA 1S4

BUPNTT ACTEIT SINGILTY

g balwa berdasarkan Fepntus.on Pardana NMenleri R. T Nomor INVISST1950
1

langeal 26 Nlei 19539 temtang Penvebulan acrah Swanlara lingkat k-
Accl sebagair Dacrah Istimewa Aceh mengenai ofonomi vang seluas-lnarmya
tetutama  dalam  lapangan Keagamaan, Peradatan dan Pendidikan, dan
ditctapkannva  Undang-undang  Nomor 44 Tahun 1999 fentang
Pemyelenggaraan Keistimewaai Propinst Daetah Istimewa Acch, maka dirasa
petlu untuk diloksanakan oleh segenap unsur Aparatur Pemerintah dan
masymakat dalam Wilayah Kabupaten Acch Singkil.

bahwa perbuatan maksial adalah nicyupahan perbuatan vang berienianoan
dengan ajaran agama, adat-istiadat, pendidikan serta nilai-nilai kesisilaan
vang dapat mengganggu Ketertiban dan keamanan.

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suaty Peraturan Daerah

. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kesgjalitctaan Sosial,

Undang-undang Nomot 14 Tahun 1999 tentang Pembenfukan Kabupalen
Aceh Singkil.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (cntang Pemerintahan Dacran
Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 fentang  Penvelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerali Istimewa Aol

Peraruran Pemerintah Nomor 5 tahun 1958 tentang Penverahan fugas
Pekerjaan di Lapangan, Dimbingan dan Pebaikan Sosial kepada Daciah
Kabupaten.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi
Vertikal di Daeral.

Peraturan Pemerintahh Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerali dengan Titik Berat pada Dacrah Kabupaten.

Keputusan Menteri Dalam Necgeri Nomor 84 Tahun 1986 tenfang Ketentuan
Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemermtah
Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Dacrah Perubahan.
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Pemerintah Dacraly adalah Pemintal Kabupaten Ansh Singkil

Daciah adalah Kabupaien Acch Singhil,

Bupati Kepala Dacrah adalak Pupat kepala Daceah Acch Singkil,

Maksial adalah pabustan terfarang cang melanggar noma-netng agani.
adatastiadat,  penebisdikan don vone dapmt mengeanzgu keterlihan,
ketertiantn, hetuhnom, hedwnaian, beanvian, Leschatan dan nilai-nifal
keststlann

Perbuatan malsiat avlalah pabuatan sang dilaluban oleh «iapapun juga das
Hndakan tcilmang vaneg pada daswmya be tentangan dengan agama, adal
istiadat Jan nilai kKesusilaan

Badan adalah organisasi baik yang babadan holum atau tdak e
melakukan kegiatan usaha dibidang Perhiotelan, Diskotit Restauran. Salon
Kecantikan, Wisma Papgkas, Rumah Bilyard, Resqah Koest. Panti Piyt dan
nsaha vang sejenis lainnva

BAD (1
WETENTUAN LAIRANGAN
Pasal 2

Sctiap otang atan badan difarang, melakulan svgala pabuatun maksiat dalan
Wilavah Kabupaten Acch Singkil,

Larangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagl sstiap orang
vang bukan Warga Negara Indonesia yang bettempal tinggal dalam Wilayal
Kabupaten Ac2h Singkil

Setiap otang atau  badan  dilsiang  scbagai  pelindung  atau  perantara
mendirikan tempat-tempat untuk melakukan perbuatan maksiat

Sctiap badan dilarang membuat/menycdiakan tempal-tempat khusus dalain
usahanva yvang dapat menjurus dilakukannya perbuatan maksiat

Pasal 3

Instansi vang Lerwenang menerbitkan 1zin Usaha Tlotel, Losmen, Wisma.
Wisma Pangkos, Bar, Diskotik, Restauran, Rumah Bilyard, Panti Pijat dan
usaha lainnya yang scjenis dilarang untuk melegalisasikan penyediaan
tempat-tempat khusus yvang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan
maksial dalam sctiap pencrbitan Surat Izin dimaksud.

Usaha-usaha vang telah mendapal izin sebagaimana dimaksud pada avat (1)
pasal ini, wajib menghentikan kegiatonnya pada waklu-waktu azan dan
sampai selesai shalat.

Instansi yang berwenang mencerbitlian Izin Keramaian wajib mencantumt z
baias waktu kegiatan keramaian, untuk malam hari dimulai setelah shalat Tsva
2z pukul 20 00 Wib dan berakhir pada pukul 24 00 Wib
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BAB I
PENGAWASAN/PEXNDRITIBAN
Pas<al 4

Bupati melakukan pengawasan penertvhan serhadap  larangan sehagaimana
dimaksw! pada pasal 3,

Uintuk mongawastanencrinihen perinatan mabsiat. Bopati dibantu oleh Tim
Pengawas dan Denertiban T o maan Perbuaten ™ faketat,

Tim  Pengawasan  dan Penertiban 1acangan  Perbuatan Maksiat  dapal
melaporkan lepada Penvidik ! 'mum atau Penvidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) yang dituajuk apabila ditemohan adaoya indikasi pelanggaian
terhadap ketentuan schagaimana dimabs=nd dalam pasal 2 dan pasal 3.

Tim Pengawasan dan Penorichag ¥ arangan Peibualan Maksial schagaimant
dimaksud pada avat (2) dilvernnk dengan Sural Keputusan Bupari,

13A 1V
KETENTUAN PENINDAR AN
Pasal 5

Bupati mempunyai kewenangan untuh memerintahkan hepada pejabal yang
ditunjuk menutup Izin Usaha Hotel. I.osmen. Wisma. Wisma Pangkas. Bar.
Diskotik, Restauran, Rumah Bilyard, Panti Pijat dan usaha laisinya yang
sejenis vang lerbukti melakukan prakick maksial

Pelaku maksiat pada ayat (1) pasal ind akan diproses sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAD V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 6

Pelanguaran terhadap ketentuan vang diatur dalam Peraturan Daciah int diancain
dengan pidana kurungan sclama-lamanya 6 (enam) bulan alau denda setinggi-
tingginya Rp. 100.000,- (Seratus Rtbu Rupiah).

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 7

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik lindak pidana, penyidikan
afas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dacrah ini dapat juga
dilahukan oleh Pcjabat Pegawai Negeri Sipif di lingkungan Pemcrintah
DacerahKabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku,

Pasal 8

Dalam melakukan tugas penyidikan padat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Dacrah ini berwenang :

it

b.

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana.

Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan,



\envurnh hoarhenti sesemang Iasanola dan memertksa tanda penoenal dir

fersaugha.
d.  Alclakukan penvitaan benda alaw sneat,
c.  Mengambil stdik jasn dan memotiel seseonatig,
(. Memsneail orane unink didenear dan diperiksa schagat tersaneka anmu saksi,
¢ Mendatangbm orng ahli yang dipsilukon dalam hubunganmya d ngan

pemerihsaan perhara
Meneadakan  penghentian penvidikan  selelab mendapat  petunjuly -t
Penvadih Uman balwea tidak terdapad cokop bukli atan peiisitwa tersebul
bukan merupakan findak pidana dan selaniuthva melalur Penvidik #'mum
mentbetitahukan  bal wsebul hopada Penuntul Uinum, tersangla atau
keluarganva.

1 Alengadakon tindaltan Tin memnut hubum vang dapal dipertanggung
Tinwalbrhan.

1BA} VI
KETENTUAN TLAIN-LAIN
Pasal 9

Dengan berlalunya Peraluian Daerali ini, mala scmua ketentzan lain yang
bertentangan dengan Pesaturan Daerah imi dinyatakan tidak berraku lagi

BAB VI
KETENTUAN PENTTLT
Pasal 10

Hal-hal sang belum diatwr dalam Peratuwran Daeralr ini, sepanjang telalui
peraluran pelaksanaannyva akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupari.

Pasal §1

Perataran aerah im mutai beidaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya sehiap
orang mengetahinya, memerinfalikan pengundangan  Peraturan Dacrah  ini
dengan menempathanny a dalam Lembaran Dacrall Kabupaten Acch Singkil

Ditetapkan di : Singkil.
Pada Tanggal : 21 Juni 2000.
BUPATI ACTEH SINGKT] .,

CapM.to

H. MAIKMUR SYAHPUTRA, S11.

Divndangkan Didain Lembaran Dacrali Kabupaten Aectr Singkil
Nomor 1.1 Talhun 2000 Seri C Nemor 1
Pada Tanggal 21 Juni 2000
I’ A n. BUPATI ACELI SINGKII.
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